
 

 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.2030, 2015 KEMTAN. Karatina Hewan. Instalasi. Pencabutan. 
 

 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 70/Permentan/KR.100/12/2015 

TENTANG  

INSTALASI KARANTINA HEWAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

34/Permentan/OT.140/7/2006, telah ditetapkan 

Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina 

Hewan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan adanya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi mengenai instalasi karantina 

hewan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 

ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 

tentang Karantina Hewan, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Pertanian tentang Instalasi Karantina Hewan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang 

Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran 

Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3482); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 

Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
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Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 

Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5619); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang 

Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 

161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002); 

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri 

Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; 

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 

2015 Nomor 8); 

6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang  

Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 

Nomor 85); 

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/ 

OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Karantina Pertanian; 

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/ 

PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama 

Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi 

Media Pembawa (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 307); 

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ 

OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 

1243); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG INSTALASI 

KARANTINA HEWAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina 

yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah Hewan, 

Bahan Asal Hewan, Hasil Bahan Asal Hewan, dan/atau 

Benda Lain.  

2. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik 

yang dipelihara maupun yang hidup secara liar. 

3. Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat BAH 

adalah bahan yang berasal dari Hewan yang dapat diolah 

lebih lanjut. 

4. Hasil Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat 

HBAH adalah Bahan Asal Hewan yang telah diolah. 

5. Benda Lain adalah Media Pembawa yang bukan tergolong 

Hewan, BAH, dan HBAH yang mempunyai potensi 

penyebaran penyakit hama dan penyakit hewan 

karantina. 

6. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya 

disingkat HPHK adalah semua hama, hama penyakit, dan 

penyakit hewan yang berdampak sosio-ekonomi nasional 

dan perdagangan internasional serta menyebabkan 

gangguan kesehatan masyarakat veteriner yang dapat 

digolongkan menurut tingkat risikonya. 

7. Tindakan Karantina Hewan yang selanjutnya disebut 

Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan 

untuk mencegah HPHK masuk ke, tersebar di, dan/atau 

keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia. 

8. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah 

pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan 

penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos 

perbatasan dengan negara lain dan tempat-tempat lain 

yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan 

dan/atau mengeluarkan Media Pembawa. 
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9. Instalasi Karantina Hewan yang selanjutnya disebut 

Instalasi Karantina adalah suatu bangunan berikut 

peralatan dan lahan serta sarana pendukung yang 

diperlukan sebagai tempat untuk melakukan Tindakan 

Karantina. 

10. Instalasi Karantina Sementara adalah Instalasi Karantina 

yang dibangun oleh Pemerintah atau Pihak Lain yang 

sifat penggunaannya satu atau beberapa kali untuk 

pengiriman bertahap.  

11. Instalasi Karantina Permanen adalah Instalasi Karantina 

yang dibangun oleh Pemerintah atau Pihak Lain yang 

penggunaannya bersifat permanen. 

12. Instalasi Karantina Pasca Masuk adalah Instalasi 

Karantina yang dibangun oleh Pemerintah atau Pihak 

Lain yang dipergunakan untuk melaksanakan Tindakan 

Karantina yang memerlukan waktu lama terhadap jenis 

media pembawa yang cara pendeteksiannya belum dapat 

dilakukan, menunggu pertumbuhan dan/atau 

perkembangan Media Pembawa. 

13. Instalasi Karantina Pasca Masuk Permanen adalah 

Instalasi Karantina yang dibangun oleh Pemerintah atau 

Pihak Lain yang dipergunakan sebagai tempat 

melakukan Tindakan Karantina terhadap satwa liar yang 

dipelihara atau ditangkarkan secara in-situ dan/atau ex-

situ, serta tindakan karantinanya dilakukan secara rutin 

dan berkelanjutan pada wilayah tempat pemeliharaan 

atau penangkaran. 

14. Instalasi Karantina Pengamanan Maksimum adalah 

Instalasi Karantina yang dibangun oleh Pemerintah atau 

Pihak Lain yang dipergunakan untuk melaksanakan 

Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa yang 

rentan.  

15. Pihak Lain adalah perorangan atau badan usaha baik 

berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang 

didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan 

di Indonesia. 
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16. Pemohon adalah Pihak Lain yang mengajukan 

permohonan penetapan Instalasi Karantina.  

17. Aplikasi Penetapan Instalasi Karantina Hewan yang 

selanjutnya disingkat APIKH adalah sistem penetapan 

Instalasi Karantina dengan menggunakan perangkat 

sistem informasi dengan basis operasi Web. 

18. Petugas Karantina Hewan yang selanjutnya disebut 

Petugas Karantina adalah pegawai negeri tertentu yang 

diberi tugas untuk melakukan Tindakan Karantina. 

19. Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian yang 

selanjutnya disingkat UPT KP adalah Unit Pelaksana 

Teknis di lingkup Badan Karantina Pertanian, yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Badan Karantina Pertanian. 

20. Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian Setempat 

yang selanjutnya disebut UPT KP Setempat adalah Unit 

Pelaksana Teknis di lingkup Badan Karantina Pertanian 

yang terdekat dengan lokasi Instalasi Karantina. 

21. Tim Verifikasi adalah Petugas Karantina di Kantor Pusat 

Badan Karantina Pertanian yang ditunjuk untuk 

melakukan verifikasi. 

22. Tim Penilai Kelayakan adalah Petugas Karantina di UPT 

KP yang ditunjuk. 

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar 

pelaksanaan penetapan Instalasi Karantina, dengan tujuan 

agar Instalasi Karantina yang telah ditetapkan dipergunakan 

sesuai dengan peruntukan dan fungsinya. 

 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Jenis Instalasi 

Karantina, Persyaratan Penetapan Instalasi Karantina, Tata 

Cara Penetapan Instalasi Karantina, dan Pengawasan. 
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BAB II 

JENIS INSTALASI KARANTINA 

 

Pasal 4 

(1) Untuk mencegah masuk, tersebar, dan keluarnya HPHK, 

dilakukan Tindakan Karantina. 

(2) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan di Instalasi Karantina di dalam atau di 

luar Tempat Pemasukan atau Tempat Pengeluaran. 

(3) Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat disediakan oleh Pemerintah atau Pihak Lain. 
 

Pasal 5 

Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (2) terdiri atas Instalasi Karantina: 

a. Sementara; 

b. Permanen; 

c. Pasca Masuk;  

d. Pasca Masuk Permanen;  

e. Pengamanan Maksimum; dan 

f. di Negara Asal dan/atau di Negara Transit. 
 

Pasal 6 

(1) Instalasi Karantina Sementara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 huruf a sebagai tempat untuk melakukan 

Tindakan Karantina terhadap Hewan, BAH, atau HBAH. 

(2) Instalasi Karantina Sementara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dipergunakan untuk satu atau beberapa 

kali pengiriman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 

tahun dan tidak dapat diperpanjang. 
 

Pasal 7 

(1) Instalasi Karantina Permanen sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 huruf b sebagai tempat untuk melakukan 

Tindakan Karantina terhadap Hewan, BAH, atau HBAH. 

(2) Instalasi Karantina Permanen sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dipergunakan dalam jangka waktu 1 (satu) 

sampai dengan 3 (tiga) tahun. 
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(3) Instalasi Karantina Permanen sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai dengan 5 (lima) 

tahun. 

 

Pasal 8 

(1) Instalasi Karantina Pasca Masuk sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 huruf c sebagai tempat untuk melakukan 

Tindakan Karantina terhadap Hewan yang berpotensi 

menularkan HPHK dan mempunyai sifat penularan serta 

cara mendeteksinya memerlukan masa pengamatan 

relatif lebih lama. 

(2) Instalasi Karantina Pasca Masuk sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dipergunakan dalam jangka waktu 5 (lima) 

sampai dengan 10 (sepuluh) tahun. 

(3) Instalasi Karantina Pasca Masuk sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dapat dipergunakan kembali selama masih 

memenuhi persyaratan teknis dan kajian risiko 

penyebaran penyakit hewan. 

 

Pasal 9 

(1) Instalasi Karantina Pasca Masuk Permanen sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 huruf d sebagai tempat untuk 

melakukan Tindakan Karantina terhadap satwa liar yang 

dipelihara atau ditangkarkan secara in-situ dan/atau ex-

situ. 

(2) Instalasi Karantina Pasca Masuk Permanen sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dipergunakan selama masih 

memenuhi persyaratan teknis dan kajian risiko 

penyebaran penyakit hewan. 

 

Pasal 10 

(1) Instalasi Karantina Pengamanan Maksimum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e sebagai 

tempat untuk melakukan Tindakan Karantina bagi 

pemasukan hewan yang rentan dari negara, area atau 

tempat yang masih tertular HPHK golongan I. 
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(2) Instalasi Karantina Pengamanan Maksimum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di 

tempat atau lokasi yang terisolasi dari wilayah 

pengembangan budi daya ternak. 

(3) Instalasi Karantina Pengamanan Maksimum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan 

selama masih memenuhi persyaratan teknis dan kajian 

risiko penyebaran penyakit hewan. 

 

Pasal 11 

(1) Instalasi Karantina di Negara Asal dan/atau di Negara 

Transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f 

sebagai tempat untuk melakukan Tindakan Karantina 

bagi Media Pembawa yang berasal dari suatu negara 

dan/atau negara transit. 

(2) Instalasi Karantina di Negara Asal dan/atau di Negara 

Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipergunakan untuk Media Pembawa yang memiliki 

risiko tinggi bagi masuknya HPHK ke dalam wilayah 

Negara Republik Indonesia. 

(3) Instalasi Karantina di Negara Asal dan/atau di Negara 

Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dipergunakan berdasarkan pertimbangan dokter hewan 

karantina.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Instalasi Karantina di 

Negara Asal dan/atau di Negara Transit sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 

 

Pasal 12 

(1) Media Pembawa yang dikenakan Tindakan Karantina di 

Instalasi Karantina berupa Media Pembawa yang: 

a. memiliki risiko tinggi; 

b. memerlukan tindakan karantina intensif; 

c. memerlukan perlakuan tertentu; dan/atau 

d. memerlukan tindakan karantina lebih lanjut. 

(2) Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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BAB III 

PERSYARATAN PENETAPAN INSTALASI KARANTINA  

 

Bagian Kesatu  

Umum 

 

Pasal 13 

(1) Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (3) terdiri atas: 

a. lahan; 

b. bangunan; 

c. peralatan; dan  

d. sarana pendukung. 

(2) Lahan, bangunan, peralatan, dan sarana pendukung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan 

sebagai Instalasi Karantina milik Pihak Lain setelah 

memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan 

teknis. 

(3) Lahan, bangunan, peralatan, dan sarana pendukung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan 

sebagai Instalasi Karantina milik Pemerintah setelah 

memenuhi persyaratan teknis dalam Peraturan Menteri 

ini. 

 

Bagian Kedua  

Persyaratan Administrasi 

 

Pasal 14 

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 ayat (2) meliputi: 

a. akta pendirian perusahaan dan perubahannya untuk 

badan usaha, atau kartu identitas untuk perorangan; 

b. Izin Gangguan Lingkungan (Hinder Ordonantie/HO), 

kecuali yang berlokasi di kawasan berikat, dan kawasan 

industri; 

c. rekomendasi lokasi dari dinas kabupaten/kota yang 

membidangi fungsi kesehatan hewan; dan 
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d. surat pernyataan penguasaan lahan dan bangunan serta 

tidak berstatus sengketa, sesuai Format-1. 

 

Pasal 15 

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 

Pihak Lain yang akan membangun Instalasi Karantina 

Permanen, Instalasi Karantina Pasca Masuk, Instalasi 

Karantina Pasca Masuk Permanen, dan Instalasi Karantina 

Pengamanan Maksimum, harus mempunyai: 

a. lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW), dibuktikan dengan surat rekomendasi dari 

instansi berwenang; dan 

b. dokumen pengolahan limbah, dibuktikan dengan 

dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 

Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dari 

instansi berwenang. 

 

Bagian Ketiga 

Persyaratan Teknis 

 

Pasal 16 

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 ayat (2) terdiri atas persyaratan lahan, bangunan, 

peralatan, dan sarana pendukung. 

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disesuaikan dengan: 

a. jenis Media Pembawa; 

b. risiko penyebaran HPHK, kesejahteraan hewan, atau 

keamanan produk melalui kajian risiko; dan 

c. sosial budaya dan lingkungan. 

(3) Persyaratan teknis sesuai dengan jenis media pembawa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(4) Kajian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

b paling kurang didasarkan pada: 
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a. status dan situasi HPHK negara/daerah asal; 

b. jarak pelabuhan/bandara ke lokasi Instalasi 

Karantina; 

c. status dan situasi HPHK di lokasi Instalasi 

Karantina; 

d. tingkat risiko yang dibawa oleh Media Pembawa; 

e. jarak populasi rentan dengan lokasi yang akan 

diperuntukkan sebagai Instalasi Karantina; 

dan/atau 

f. jarak antar kandang, untuk Hewan. 

 

Pasal 17 

Persyaratan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

ayat (1), sebagai berikut: 

a. memiliki sumber air yang cukup sesuai dengan 

peruntukannya; 

b. berada di lokasi bebas banjir dan berdrainase baik;  

c. tersedia akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda 

empat atau lebih;  

d. tersedia fasilitas bongkar muat; dan  

e. tidak berada dekat dengan sentra peternakan dan 

perusahaan peternakan, untuk Instalasi Karantina bagi 

Hewan. 

 

Pasal 18 

(1) Persyaratan bangunan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 ayat (1), sebagai berikut: 

a. berpagar keliling yang kuat dan rapat; 

b. tersedia tempat untuk melakukan Tindakan 

Karantina; 

c. mempunyai sirkulasi udara yang sehat; 

d. atap bangunan terbuat dari asbes, genteng atau 

sejenisnya; 

e. konstruksi bangunan harus memperhatikan 

keselamatan dan keamanan petugas;  

f. mempunyai papan nama Instalasi Karantina sesuai 

dengan spesifikasi, sesuai Format-2; dan 

g. mudah dibersihkan atau disucihamakan. 
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(2) Instalasi Karantina untuk Hewan, selain memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus: 

a. menyediakan kandang isolasi, gudang pakan, dan 

tempat untuk melakukan tindakan pemeriksaan, 

pengamatan, perlakuan, dan pemusnahan; 

b. mempunyai lantai kandang yang kuat, tidak licin 

dan dengan kemiringan 20 sampai dengan 40; 

c. mempunyai konstruksi bangunan kandang yang 

memperhatikan keselamatan hewan; 

d. aman dari gangguan lingkungan yang dapat 

menimbulkan stres; dan 

e. memenuhi kebutuhan dasar fisik, psikologis hewan 

dan lingkungan yang memberikan rasa aman, 

nyaman, bebas dari rasa sakit, ketakutan, dan 

tertekan. 

(3) Instalasi Karantina untuk BAH dan HBAH, selain 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), harus: 

a. tersedia fasilitas pemeriksaan dan gudang atau 

tempat penyimpanan; dan 

b. dapat menjamin produk di dalamnya tidak 

mengalami perubahan fisik, mutu, serta 

memperhatikan aspek keamanan pangan dan 

kehalalan bagi yang dipersyaratkan. 

 

Pasal 19 

Persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

ayat (1), sebagai berikut: 

a. memiliki alat komunikasi dan penerangan listrik;  

b. tersedia sarana untuk melakukan Tindakan Karantina;  

c. sarana terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah 

korosif, mudah dibersihkan, dan disucihamakan; dan 

d. bagi Hewan, harus tersedia tempat pakan dan minum 

yang cukup sesuai kapasitas kandang. 
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Pasal 20 

Persyaratan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 ayat (1), sebagai berikut: 

a. memiliki fasilitas pengolahan limbah;  

b. konstruksi dan sarana pendukung lain terbuat dari 

bahan yang kuat, tidak korosif, mudah dibersihkan dan 

disucihamakan; dan 

c. bagi BAH dan HBAH harus tersedia tempat pemeriksaan 

organoleptik.  

 

Pasal 21 

(1) Untuk melaksanakan Tindakan Karantina, pemilik 

Instalasi Karantina harus menyediakan: 

a. dokter hewan dan paramedik kesehatan hewan; 

b. penanggung jawab pemeliharaan kandang dan 

hewan dan petugas penatausahaan/pencatatan 

kegiatan Instalasi Karantina; dan 

c. bahan dan peralatan diagnostik. 

(2) Dokter hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a sebagai penanggung jawab pengelolaan dan 

pengawasan Instalasi Karantina dari aspek kesehatan 

hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan/atau 

kesejahteraan hewan.  

(3) Paramedik kesehatan hewan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a untuk membantu dokter hewan. 

(4) Penanggung jawab pemeliharaan kandang dan hewan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai 

pemelihara kondisi kandang, kebutuhan pakan, minum, 

dan obat hewan. 

(5) Petugas penatausahaan/pencatatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai petugas 

administrasi pengelolaan Instalasi Karantina. 

(6) Bahan dan peralatan diagnostik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c digunakan dalam rangka pengujian 

atau deteksi penyakit hewan. 
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BAB IV 

TATA CARA PENETAPAN INSTALASI KARANTINA 

 

Pasal 22 

(1) Lahan, bangunan, peralatan, dan sarana pendukung 

milik Pihak Lain dapat ditetapkan sebagai Instalasi 

Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a 

sampai dengan huruf e dengan mengajukan permohonan 

penetapan Instalasi Karantina.  

(2) Permohonan penetapan Instalasi Karantina sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pihak Lain kepada 

Menteri melalui Kepala Badan Karantina Pertanian 

secara online melalui APIKH yang dapat diakses pada 

situs web (website) Badan Karantina Pertanian.  
(3) Permohonan secara online sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dapat dilakukan setelah Pihak Lain memiliki 

identitas pengguna (user id) dan kata kunci (password). 
(4) Dalam hal APIKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mengalami gangguan, proses pengajuan sampai dengan 

penetapan Instalasi Karantina dapat dilakukan secara 

manual.  

(5) Tata cara penetapan dan penggunaan APIKH 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian.  
 

Pasal 23 

(1) Untuk memperoleh identitas pengguna (user id) dan kata 

kunci (password) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

ayat (3) Pihak Lain melakukan pendaftaran melalui 

APIKH.  

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan verifikasi untuk mengetahui profil pemohon 

oleh Tim Verifikasi. 

(3) Jika hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

benar dan memenuhi syarat, diberikan identitas 

pengguna (user id) dan kata kunci (password). 
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(4) Jika hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak benar dan tidak memenuhi syarat, ditolak dan 

diberikan pemberitahuan secara online. 

 

Pasal 24 

(1) Identitas pengguna (user id) dan kata kunci (password) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) 

digunakan oleh pemohon untuk pendaftaran penetapan 

calon Instalasi Karantina. 

(2) Identitas pengguna (user id) dan kata kunci (password) 

dapat digunakan untuk pengajuan penetapan lebih dari 

satu calon Instalasi Karantina bagi perusahaan yang 

masih dalam satu manajemen. 

(3) Pendaftaran penetapan calon Instalasi Karantina 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai 

berkas asli pendaftaran penetapan calon Instalasi 

Karantina kepada Kepala Badan Karantina Pertanian. 

(4) Berkas asli pendaftaran penetapan calon Instalasi 

Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa 

kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan 

teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2). 

 

Pasal 25 

(1) Pemohon pada saat mengajukan pendaftaran penetapan 

calon Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 24 ayat (1) mengisi data calon Instalasi Karantina 

yang akan ditetapkan. 

(2) Data calon Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) memuat keterangan paling kurang: 

a. nama dan alamat pemilik/Pemohon; 

b. alamat lokasi; 

c. kapasitas; 

d. jenis Media Pembawa; dan 

e. prasarana dan sarana yang dimiliki.  

(3) Data calon Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan kelengkapan berkas persyaratan 

administrasi dan teknis dilakukan verifikasi oleh Tim 

Verifikasi. 
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(4) Jika hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

benar dan memenuhi syarat, digunakan sebagai bahan 

penilaian kelayakan. 

(5) Jika hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

tidak benar dan tidak memenuhi syarat, pendaftaran 

ditolak disertai dengan alasan penolakan dan 

disampaikan secara online. 

  

Pasal 26 

(1) Hasil verifikasi yang benar dan memenuhi syarat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) oleh Tim 

Verifikasi disampaikan kepada Kepala Badan Karantina 

Pertanian.  

(2) Kepala Badan Karantina Pertanian setelah menerima 

hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menugaskan Kepala Pusat Karantina Hewan dan 

Keamanan Hayati Hewani untuk membuat surat 

penugasan kepada Kepala UPT KP.  

 

Pasal 27 

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), 

Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (1) ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian. 

 

Pasal 28 

(1) Kepala UPT KP membentuk Tim Penilai Kelayakan dalam 

jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung 

sejak surat penugasan dari Kepala Pusat Karantina 

Hewan dan Keamanan Hayati Hewani diterima. 

(2) Tim Penilai Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) melakukan penilaian pemenuhan persyaratan dan 

kelayakan teknis dalam jangka waktu paling lama 7 

(tujuh) hari kerja terhitung sejak Tim Penilai Kelayakan 

dibentuk. 

(3) Tim Penilai Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) menyampaikan hasil penilaian dan rekomendasi 

kepada Kepala UPT KP dalam jangka waktu paling lama 2 
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(dua) hari kerja terhitung sejak penilaian persyaratan dan 

kelayakan teknis diselesaikan. 

(4) Hasil penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dalam bentuk laporan hasil penilaian 

kelayakan calon Instalasi Karantina. 

(5) Kepala UPT KP menyampaikan surat pengantar yang 
berisi rekomendasi kepada Kepala Pusat Karantina 

Hewan dan Keamanan Hayati Hewani dalam jangka 

waktu paling lama 2 (hari) kerja terhitung sejak laporan 

hasil penilaian kelayakan calon Instalasi Karantina 

diterima.  

 

Pasal 29 

(1) Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati 

Hewani menerbitkan hasil verifikasi dan kajian terhadap 

rekomendasi hasil penilaian kelayakan dalam jangka 

waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak 

surat Kepala UPT KP diterima. 

(2) Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati 

Hewani menyampaikan hasil verifikasi dan kajian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala 

Badan Karantina Pertanian.  

(3) Hasil verifikasi dan kajian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) berupa rekomendasi persetujuan atau penolakan 

penetapan Instalasi Karantina. 

 

Pasal 30 

(1) Kepala Badan Karantina Pertanian setelah menerima 

rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29 ayat (3), menetapkan Instalasi Karantina dengan 

Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama 

Menteri, sesuai Format-3. 

(2) Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

kepada Pemohon dan ditembuskan kepada Kepala UPT 

KP yang memberikan rekomendasi hasil penilaian 

kelayakan dan UPT KP tempat pemasukan dan/atau 
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tempat pengeluaran melalui APIKH, dalam waktu paling 

lama 1 (satu) hari kerja. 

 

Pasal 31 

(1) Kepala Badan Karantina Pertanian setelah menerima 

rekomendasi penolakan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29 ayat (3), menolak permohonan penetapan 

Instalasi Karantina dengan surat penolakan penetapan, 

sesuai Format-4. 

(2) Surat penolakan penetapan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disampaikan kepada Pemohon dan ditembuskan 

kepada Kepala UPT KP yang memberikan rekomendasi 

hasil penilaian kelayakan dan UPT KP tempat pemasukan 

dan/atau pengeluaran melalui APIKH, dalam waktu 

paling lama 1 (satu) hari kerja.  

 

Pasal 32 

(1)    Ketentuan mengenai tata cara penetapan Instalasi 

Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai 

dengan Pasal 31 berlaku secara mutatis mutandis 

terhadap perpanjangan penetapan Instalasi Karantina, 

sepanjang tidak terjadi perubahan dokumen atau sarana 

dan prasarana Instalasi Karantina. 

(2)     Permohonan perpanjangan penetapan Instalasi 

Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap 

mempergunakan dokumen administrasi yang 

disampaikan pada saat pengajuan penetapan Instalasi 

Karantina yang pertama kali. 

(3)    Permohonan perpanjangan penetapan Instalasi Karantina 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling 

lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku 

penetapan Instalasi Karantina. 

 

Pasal 33 

Format-1 sampai dengan Format-4 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 huruf d, Pasal 18 ayat (1) huruf f, Pasal 30 

ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III 
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yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

BAB V 

PENGAWASAN 

 

Pasal 34 

(1) Pengawasan terhadap Instalasi Karantina yang telah 

ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 

(1) dilakukan secara langsung dan tidak langsung oleh 

Petugas Karantina yang ditunjuk Kepala UPT KP 

Setempat. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan teknis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan 

penggunaan Instalasi Karantina. 

 

Pasal 35 

(1) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan oleh Petugas Karantina 

yang ditunjuk Kepala UPT KP Setempat dengan cara 

monitoring dan evaluasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 

setahun. 

(2) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila: 

a. ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan 

teknis; 

b. terjadi perubahan kapasitas, sarana Instalasi 

Karantina; atau 

c. terjadi keadaan kahar (force majeure). 

(3) Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan melalui 

pelaporan penggunaan instalasi karantina. 

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib 

disampaikan oleh Pemilik dan/atau penanggung jawab 

Instalasi Karantina kepada Kepala UPT KP Setempat 

setiap 6 (enam) bulan sekali. 
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(5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sampai dengan ayat (4) dilaporkan oleh Kepala UPT KP 

Setempat kepada Kepala Badan Karantina Pertanian 

melalui Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan 

Hayati Hewani. 

 

BAB VI 

KETENTUAN SANKSI 

 

Pasal 36 

Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 35 ayat (5) dapat dikenakan sanksi administratif sebagai 

berikut: 

a. peringatan tertulis;  

b. penghentian sementara penggunaan Instalasi Karantina; 

dan/atau 

c. pencabutan penetapan Instalasi Karantina. 

 
Pasal 37 

(1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPT KP 

Setempat menyampaikan peringatan tertulis kepada 

pemilik dan/atau penanggung jawab Instalasi Karantina 

untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka 

waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak surat 

peringatan diterima. 

(2) Instalasi Karantina yang diberikan peringatan tertulis 

sebagaimana pada ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai 

tempat pelaksanaan Tindakan Karantina sampai dengan 

dilakukan tindakan perbaikan. 

 

Pasal 38 

Pemilik dan/atau penanggung jawab Instalasi Karantina 

menyampaikan laporan tindakan perbaikan dalam jangka 

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) kepada 

Kepala UPT KP setempat.  
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Pasal 39 

Kepala UPT KP Setempat menugaskan Petugas Karantina 

untuk melakukan penilaian langsung ke Instalasi Karantina 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37. 

 

Pasal 40 

(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 37 ayat (1) pemilik dan/atau penanggung 

jawab Instalasi Karantina tidak melakukan tindakan 

perbaikan, diusulkan pencabutan penetapan Instalasi 

Karantina. 

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 37 ayat (1)  pemilik dan/atau penanggung 

jawab Instalasi Karantina telah melakukan tindakan 

perbaikan, diusulkan pencabutan peringatan tertulis.  

(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

disampaikan oleh Petugas Karantina kepada Kepala UPT 

KP Setempat dalam bentuk laporan hasil penilaian. 

(4) Kepala UPT KP Setempat menyampaikan laporan hasil 

penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada 

Kepala Badan Karantina Pertanian melalui Kepala Pusat 

Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani.  

 

Pasal 41 

(1) Instalasi Karantina yang tidak melakukan tindakan 
perbaikan berdasarkan laporan hasil penilaian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4), 

dilakukan pencabutan penetapan Instalasi Karantina 

dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian 

atas nama Menteri. 

(2) Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama 

Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada pemilik dan/atau penanggung 

jawab Instalasi Karantina dan ditembuskan kepada 

Kepala UPT KP Setempat dan UPT KP tempat pemasukan 

dan/atau tempat pengeluaran melalui APIKH, dalam 

waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.  
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Pasal 42 

(1) Instalasi Karantina yang telah melakukan tindakan 

perbaikan berdasarkan laporan hasil penilaian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4), 

dilakukan pencabutan peringatan tertulis oleh Kepala 

UPT KP Setempat. 

(2) Pemberitahuan pencabutan peringatan tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat 

Kepala UPT KP Setempat dan disampaikan kepada 

pemilik dan/atau penanggung jawab Instalasi Karantina 

dan ditembuskan kepada Kepala Badan Karantina 

Pertanian melalui Kepala Pusat Karantina Hewan dan 

Keamanan Hayati Hewani serta UPT KP tempat 

pemasukan dan/atau tempat pengeluaran melalui 

APIKH, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja. 

 

Pasal 43 

(1) Pemilik dan/atau penanggung jawab Instalasi Karantina 

yang tidak melaporkan penggunaan Instalasi Karantina 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) 

dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 36.  

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: 

a. memberikan peringatan tertulis pertama kepada 

pemilik dan/atau penanggung jawab Instalasi 

Karantina untuk segera melaporkan penggunaan 

Instalasi Karantina; 

b. memberikan peringatan tertulis kedua apabila dalam 

jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung 

sejak peringatan tertulis pertama diterima, pemilik 

dan/atau penanggung jawab Instalasi Karantina 

tidak melaporkan penggunaan Instalasi Karantina; 

c. menghentikan sementara penggunaan Instalasi 

Karantina apabila dalam jangka waktu paling lama 3 

(tiga) bulan terhitung sejak peringatan tertulis kedua 

diterima, pemilik dan/atau penanggung jawab 
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Instalasi Karantina tidak melaporkan penggunaan 

Instalasi Karantina; dan/atau  

d. mencabut penetapan Instalasi Karantina apabila 

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan 

terhitung sejak sanksi penghentian sementara 

dikenakan, pemilik dan/atau penanggung jawab 

Instalasi Karantina tidak melaporkan penggunaan 

Instalasi Karantina.  

 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 44 

Instalasi Karantina milik Pihak Lain yang telah ditetapkan dan 

masih berlaku sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, 

dinyatakan tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling 

lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan 

Menteri ini. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 45 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/7/2006 

tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi 

Karantina Hewan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

                                                                                                                             

Pasal 46 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 28 Desember 2015 

 

MENTERI PERTANIAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

    ttd 

 

       AMRAN SULAIMAN 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 31 Desember 2015 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

  ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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